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P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Bitung yang memeriksa dan  memutus  perkara perdata

pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan penetapan  sebagai  berikut  dalam

permohonan yang diajukan oleh :

MAGDALENA MAIT, Jenis  kelamin  Perempuan,  umur  37  tahun,  lahir  di

Rambunan tanggal  15 Agustus 1986,  Agama Kristen,

Pekerjaan  Wiraswasta,  Warga  Negara  Indonesia,

tempat  tinggal  di  Kelurahan  Manembo-Nembo  Aras,

Lingkungan IV  RT.003 /  RW.004 Kecamatan Matuari,

kota  Bitung,  Sulawesi  Utara,  selanjutnya  disebut

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah  membaca  berkas  permohonan beserta  surat-surat  yang

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya   tanggal 04 April

2024    yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Bitung

pada tanggal 04 April  2024  dalam Register  Nomor  42/Pdt.P/2024/PN Bit, telah

mengajukan permohonan  sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda

Penduduk  No.  7172065508860003  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;

2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Ayah yang bernama Abram Mait

dan Ibu Agustina Meyke Taula sesuai  yang tercantum pada Akta Kelahiran

Nomor  454/Pth.Disp/Mhs/1998  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

3. Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercatat

dalam Akta  Kelahiran  Pemohon  Nomor  454/Pth.Disp/Mhs/1998  yaitu  nama
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MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA  MAIT mengikuti

KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Bahwa  pada  Akta  Kelahiran  Pemohon Nomor  454/Pth.Disp/Mhs/1998  tidak

Tercantum  Marga  Ayah  Kandung  Pemohon  Yaitu  MAIT  oleh  karena  itu

Pemohon  merubah  Nama  Pemohon  dengan  menambahkan  Marga  Ayah

Kandung  Pada  Akta  Kelahiran  Pemohon  yaitu  MAGDALENA  YAKOMINA

ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT; 

5. Bahwa  tujuan  Perubahan  nama  di  Akta  Kelahiran  Pemohon  Nomor

454/Pth.Disp/Mhs/1998  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

catatan sipil Kabupaten Minahasa karena Pemohon sedang dalam pengurusan

berkas untuk menikah dan mengalami kendala dalam berkas-berkas berupa

Nama  pada  Akta  Kelahiran  Berbeda  dengan  KTP  dan  Kartu  Keluarga

Pemohon;

6. Bahwa untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan

izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas  tersebut,  Pemohon mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan

pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-

bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah  nama pemohon di Akta

Kelahiran  Nomor  454/Pth.Disp/Mhs/1998  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  catatan  Sipil  Kabupaten  Minahasa  dari  MAGDALENA

YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT .

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota Bitung

dengan  memperlihatkan  Salinan  Resmi  Penetapan  ini  untuk  melakukan

perubahan  nama  dari  MAGDALENA  YAKOMINA  ADOLFINA  menjadi

MAGDALENA MAIT pada Akte Kleahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil  Kabupaten

Minahasa.

4. Memerintahkan  Kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Bitung  untuk  memberi

tahukan  Salinan  Putusan  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Kepada  Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa dan mengirimkan

Salinan  Putusan  yang  telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  kepada  Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk di

catat dalam register yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada pemohon untuk  membayar  biaya yang timbul  dalam

perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemoho

n telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan

Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon men

gajukan alat bukti surat  berupa :

1. Fotokopi  Kutipan  Kelahiran  Nomor   454/Pth.Disp/Mhs/1998   atas  nama

Magdalena Yakomina Adolfina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tangal 18 Mei 1998, yang telah diberi

meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

P-1;

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga Nomor  7172063108210003 atas  nama Magdalena

Mait sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota

Bitung  tangggal  04  Oktober  2021,  yang  telah  diberi  meterai  cukup  dan

disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan

7172065508860003  atas  nama  Magdalena  Mait  yang  telah  diberi  materai

cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3; 

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P-1 sampai  dengan P-3  tersebut  telah

dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga berdasarkan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat

dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga meng

hadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah s

umpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi  KETSIA OUKE TAULA  pada pokoknya menerangkan  sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi  kenal  dengan Pemohon,  dan masih  mempunyai  hubungan

keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan Tante Pemohon;
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- Bahwa setahu Saksi,  Pemohon ada mengajukan permohonan   perubahan

nama  Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  merupakan  anak  kandung  dari  pasangan  suami  isteri

Abraham Mait dan Agustina Meyke Taula ;

- Bahwa  nama  Pemohon  yang  tertulis   dalam  Akta  Kelahiran  adalah

Magdalena Yakomina Adolfina sedangkan nama Pemohon dalam Dokumen

kependudukan  lainnya  seperti  Kartu  tanda  Penduduk  (KTP)  dan   Kartu

keluarga, tertulis nama  Magdalena Mait;

- Bahwa nama Pemohon yang digunakan selama ini adalah Magdalena Mait;

- Bahwa nama Magdalena  Yakomina  Adolfina  dan  Magdalena  Mait  adalah

orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan  mengenai  perubahan  nama

Pemohon tersebut;

- Bahwa  Pemohon  ingin  mengurus  kelengkapan  Administrasi  sebagai

Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi   TINEKE LEPINA TAULA,  pada   pokoknya    menerangkan sebagai

berikut ;

- Bahwa Saksi  kenal  dengan Pemohon,  dan masih  mempunyai  hubungan

keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan Tante Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi,  Pemohon ada mengajukan permohonan   perubahan

nama  Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  merupakan  anak  kandung  dari  pasangan  suami  isteri

Abraham Mait dan Agustina Meyke Taula ;

- Bahwa  nama  Pemohon  yang  tertulis   dalam  Akta  Kelahiran  adalah

Magdalena Yakomina Adolfina sedangkan nama Pemohon dalam Dokumen

kependudukan  lainnya  seperti  Kartu  tanda  Penduduk  (KTP)  dan   Kartu

keluarga, tertulis nama  Magdalena Mait;

- Bahwa nama Pemohon yang digunakan selama ini adalah Magdalena Mait;

- Bahwa nama Magdalena  Yakomina  Adolfina  dan  Magdalena  Mait  adalah

orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan  mengenai  perubahan  nama

Pemohon tersebut;

- Bahwa  Pemohon  ingin  mengurus  kelengkapan  Administrasi  sebagai

Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
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Menimbang  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat

selengkapnya dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

merubah  nama  Pemohon  sebagaimana   dalam  Akta  Kelahiran  tertulis  nama

Magdalena  Yakomina  Adolfina  sehingga  Pemohon  ingin  menggunakan  nama

sebagaimana yang ada didalam  Dokumen Kependudukan yang dimiliki Pemohon

seperti KTP dan Kartu Keluarga   tertulis nama  Magdalena Mait;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud

permohonan  Pemohon tersebut,  terlebih  dahulu  akan  dipertimbangkan  apakah

Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  (Legal  Standing)  dalam  mengajukan

permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta

dicocokan dengan keterangan  2 (dua)  orang Saksi  yakni  Saksi  Tineke Lepina

Taula dan Saksi  Ketsia  Ouke Taula,   ditemukan fakta bahwa nama  Pemohon

selama ini  yang digunakan adalah Magdalena Mait;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  Hakim

berkesimpulan  Pemohon  mempunyai  dasar  hukum  dalam  mengajukan

permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang,  bahwa  kemudian  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah

Permohonan Pemohon ini  telah  memenuhi  syarat  formil  permohonan berkaitan

dengan  Kompetensi  Relatif  dan  Absolut,  sehingga  Pengadilan  Negeri  Bitung

berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 52  ayat (1)  UU no 23

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang No. 24 Tahun

2013  tentang  Perubahan Undang  Undang Nomor  23  tahun  2006  tentang

Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan  “Pencatatan perubahan

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terutama bukti P-2 dan P-3

terungkap bahwa  domisili Pemohon adalah  di Kelurahan Manembo Nembo Atas

Kecamatan Matuari  kota Bitung, yang merupakan yuridiksi (Wilayah hukum) dari

Pengadilan Negeri Bitung;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Bitung,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang  Nomor 23 Tahun

2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk

dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun

Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan

diperiksa; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang

isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan

atau tidak serta apakah  bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau

tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2

3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah den

gan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Und

ang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengen

ai penambahan marga yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama ter

masuk ke dalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan p

erubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apak

ah permohonan  perubahan nama   Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang   menerang

kan Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah nama Pemohon

sebagaimana  dalam  Akta  Kelahiran   (bukti  P-1)  tertulis  nama    Magdalena

Yakomina  Adolfina,  sehingga  nama  Pemohon  akan  menjadi  Magdalena  Mait

sebagaimana dalam  dokumen kependudukan yang Pemohon miliki  selama ini

seperti Kartu Tanda Penduduk (bukti -3),  dan   Kartu Keluarga (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa alasan  Pemohon hendak  merubah nama Pemohon

tersebut  adalah agar menjadi seragam dari identitas  Pemohon tersebut  sehingga

menjadi  jelas  secara  hukum  nama  sah  yang  akan  Pemohon  pakai  untuk

selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memanda

ng  permohonan perubahan  nama  yang  dimohonkan  Para  Pemohon  tidak

bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohona

n Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemo

hon beralasan secara hukum, sehingga untuk Petitum angka 2 (dua) patut untuk di

kabulkan;
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Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon dari

Magdalena  Yakomina  Adolfina  menjadi   Magdalena  Mait,  dikabulkan,  maka

berdasarkan  Pasal  52  ayat  (2)  dan (3)  Undang-undang Nomor  23 tahun 2006

mengatur bahwa: Ayat (2)  “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

pada  ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

menerbitkan  akta  Pencatatan  Sipil  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak

diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan  negeri  oleh  Penduduk”.  Ayat  (3)

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

Sipil dapat menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran  Pemohon hingga saat ini

telah  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Minahasa  dan  saat  ini  Pemohon  telah  berdomisili  di  kota  Bitung,  maka  untuk

melaksanakan  amanat  peraturan  perundangan-undangan  yang  bersangkutan,

maka  perlu  memerintahkan  kepada   Pemohon  untuk  melapor  kepada  Instansi

pelaksana yang menerbitkan Akta  Pencatatan Sipil  dalam hal  ini  adalah Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil   Kabupaten  Minahasa  dan  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil  kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dikabulkan

semua, maka Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka

biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi  Kependudukan  dan  peraturan  lain  yang  bersangkutan  dengan

permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana  tertulis  dalam Akta  Kelahiran

Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 tanggal 18 Mei 1998 tertulis MAGDALENA

YAKOMINA ADOLFINA diubah sehingga  menjadi  MAGDALENA MAIT;

3. Memerintahkan   kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Bitung  untuk

memberitahukan  Salinan  Penetapan  ini  kepada  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Minahasa  dan  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota Bitung  untuk mencatat perubahan

nama Pemohon  tersebut dalam register yang disediakan untuk itu serta

memberikan Akta Kelahiran yang baru bagi Pemohon;
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4. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada  Pemohon

sejumlah Rp260.000.00.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari  Rabu  tanggal  17 April  2024,  oleh  kami

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,  S.H., Hakim pada  Pengadilan

Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal,  yang ditunjuk  berdasarkan

Surat  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor  52/Pdt.P/2024/PN  Bit

tanggal  04 April   2024 Penetapan tersebut pada hari  itu juga diucapkan dalam

persidangan  terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu  oleh NI  MADE

SUPARMI,S.H.,   sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

         Panitera Pengganti                                                       Hakim

  NI MADE SUPARMI,S.H.           CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp   30.000,-

2. Proses : Rp 150.000,-

3. PNBP : Rp.  10.000.-

4. Sumpah : Rp   50.000,-

5. Redaksi : Rp   10.000,-

6. Materai               : Rp     10  .000,- +  

      J U M L A H      Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
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